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PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
BADAN LINGKUNGAN HIDUP

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA SIAK - TANJUNG AGUNG ~TELP/FAX. (0764) 320850
SIAK SRI INDRAPURA

WUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIAK
NOMOR |0 /660/BLH-8/KPTS/2015

TENTANG

KEGIATAN ADDENDUM ANDAL REL RPL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN
PABRIK A SAWIT KAPASITAS 60 TON TBS/JAM SELUAS 11.134 HA DI
KECAMATAN KOTO GASIB, KECAMATAN LUBUK DALAM DAN
KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK
OLEH : PT. ANEKA INTI PERSADA

KEPALA BADAR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIAK,

Menimbang . a. bahwa terhadap surat permohonan direktur PT. Aneka Inti
Persada mengajukan permohonan Izin Lingkungan kepada

Kepala Badan Lingkungan Hidup melalui surat Nomor:
SZ]/AIP/UM/PSD/XI/QOIS perihal Permohonan  1zin
Lingkungan tanggal 9 November 2015 telah diterbitkan
Keputusan K Badan Lingkungan Hidup Kabupaten ‘
Siak Nomor 01 Tahun 2015 tentang Kelayakan Lingkungan ,
Hidup Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa 3

Sawit Kapasitas 60 Ton TBS/jam seluas 11.134 Ha di
Kecamatan Koto Gasib, Kecamatan Lubuk Dalam dan
Kecamatan Tualang Kabupaten Siak oleh PT. Aneka Inti

Persada;
|

dan/atau kegiatan yang wajib
memiliki Amdal dan dinyatakan layak ditinjau dari aspek
lingkungan hidup, wajib diterbitkan izin lingkungan; i

b. bahwa terhadap usaha

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b sebagai pelaksanaan ketentuan :
Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012
tentang lzin Lingkungan, perlu menetapkan Keputusan l
Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak tentang !
lzin Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan '
Pabrik Kelapa Sawit Kapasitas 60 Ton TBS/jam seluas
11.134 Ha di Kecamatan Koto Gasib, Kecamatan Lubuk
Dalam dan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak oleh

PT. Aneka Inti Persada.

|

I

.%t '
: 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang |
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan |
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten ;
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi ]

dan Kota Batam Provinsi Riau (Lembaran Negara Tahun ,
1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) 1
sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Undang-Undang ‘
Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 |
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880); }
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Undang Undang Nomon a2 Tahun 2004 lentany
Pemenntahinn Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2004 Num(:’
125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4437)
wobagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang |'l'||l|)llll‘u|l
Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2008 N()mm?
59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844),

4, Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2009  tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Linglkungan Hidup (Lcmbumn.
Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

H059),

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang [zin
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 48: Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5285);

6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 ’
Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau
Keglatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor “08);

6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013
tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen

Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara l‘

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

9. Peraturan Bupati Siak Nomor 44 Tahun 2012 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2010 tentang
Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non
Perizinan dibidang Lingkungan Hidup Kepada Kepala Badan
Lingkungan Hidup Kabupaten Siak;

10. Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 34/HK/KPTS/2014
tanggal 13 Januari 2014 tentang Pengangkatan Kepala

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak.

Menetapkun
: KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP

KEGIATAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN PABRIK
KELAPA SAWIT KAPASITAS 60 TON TBS/JAM SELUAS
11.134 Ha DIKECAMATAN KOTO GASIB, KECAMATAR
LUBUK DALAM DAN KECAMATAN TUALANG KABUPATEN
SIAK OLEH PT. ANEKA INTI PERSADA.
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KEDUA

1.

: Memberikan izin lingkungan kepada:

Nama Badan . PT. Aneka Inti Persada

Usaha dan/atau

Kegiatan

Bidang Usaha . Perkebunan

dan/atau Kegiatan

Penangung Jawab  : Bonar Napitupulu

Usaha dan/atau

Kegiatan

Jabatan : Direktur Utama

Alamat Kantor : Jalan Teluk Betung No. 54 Jakarta
Usaha dan/atau

Kegiatan

Lokasi Usaha : Kecamatan Koto Gasib, Kecamatan

dan/atau Kegiatan Lubuk Dalam dan Kecamatan

Riau

Tualang Kabupaten Siak Propinsi

Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini mencakup:
Kegiatan yang sudah dibahas dalam dokumen terdahulu yaitu:

1e

QU p LN

pemeliharaan Tanaman Menghasilkan;
panen;

pengangkutan TBS;

operasional PKS;

operasional IPAL;

pengangkutan dan Pemasaran CPO.

Kegiatan Baru yaitu :
1. peremajaan tanaman (Replanting) dilakukan secara bertahap
yang bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan buah PKS.
Peremajaan dilakukan selama 25 Tahun hingga sampai

me
memiliki izin usaha

Tahun 2035;

tahapan peremajaan meliputi :
mobilisasi material dan alat berat;
. pembukaan lahan bekas sawit;
pembibitan;

penanaman;

pemeliharaan TBM.

$ O O

pembenihan diperlukan ketelatenan agar

sawitnya tumbuh baik dan panennya memuaskan.
Proses pembuatan benih kelapa sawit dikerjakan pada dua
tempat berbeda di lapangan dan di laboratorium.

Penanggungiawab  usaha  dan/atau  kegiatan  dalam

laksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan
dan/atau izin lainnya yang terkait dengan
kegiatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang

* Instansi pemberi izin

se
se

pohon kelapa '

wajib memperhatikan izin lingkungan

' Syarat penerbitan izin dalam pelaksanaan kegiatan

dimaksud dalam diktum KEDUA.
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LIMA : Penanggungjawab  usaha dan/atau kegiatan, dalam

KE melaksanakan kegiatannya harus memenuhi Kkewajiban
melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan
hidup meliputi standar dan baku mutu lingkungan dan atau
kriteria kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak ini.

KEENAM . Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA
Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan
pengelolaan dampak dengan pendekatan teknologi, sosial
ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan
Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak ini.

KETUJUH : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA
dan diktum KEENAM, Penanggungjawab usaha dan/atau
kegiatan dalam melaksanakan kegiatannya juga wajib
melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun
daerah, berkaitan dengan pelaksanaan rencana kegiatan ini;

2. melakukan sosialisasi kegiatan kepada pemerintah daerah,
tokoh masyarskat serta masyarakat yang terkena dampak
dari aktivitas kegiatan prakonstruksi, konstruksi dan
operasional;

3. mengupayakan aplikasi 3R (reduce, reuse, dan recycle)
terhadap limbah yang dihasilkan dari kegiatannya;

4. melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan Standard Operating Procedure (SOP);

5. melakukan continuous improvement terhadap kehandalan
teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi
dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini; dan

6. mendokumentasikan  seluruh  kegiatan  pengelolaan
lingkungan yang dilakukan serta kegiatan lainnya terkait
dengan kegiatan-kegiatan tersebut.

KEDELAPAN . Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan
permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi
perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau
oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang
tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

: Pex.llerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT
wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang
tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Badan
Lingkungan Hidup ini.

* Penanggungjawab  usaha  dan/atau  kegiatan  wajib
menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban
::ﬁa dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran I,
Menp 6.(“."““) bulan sejak keputusan ini ditetapkan kepada :
teri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
Gxeupalabempllsa_t Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera;
Rian, ur Riau Cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup Propinsi

g;;iaﬁ Siak cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten
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KESEBELAS : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib
menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II
setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Kepala Badan
Lingkungan Hidup ini ditetapkan, kepada instansi lain yang
membidangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan
Lampiran I Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup ini.

KEDUABELAS : Apabila d'alam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul
dampak lingkungan hidup di luar dampak penting yang wajib
dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan i
Badan Lingkungan Hidup ini, Penanggungjawab usaha ‘
dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi w
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEPULUH dan diktum \
KESEBELAS paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak !
diketahuinya timbulnya dampak lingkungan hidup di luar |
dampak penting yang dikelola tersebut.

KETIGABELAS : Terhadap pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Lingkungan
Hidup Kabupaten Siak ini, Kepala Badan Lingkungan Hidup ‘
Kabupaten, Siak menugaskan Pejabat Pengawas Lingkungan ‘
Hidup untuk melakukan pengawasan dan pemegang izin i
lingkungan wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas ;
lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan
kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 Undang- ;
Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan ‘

Lingkungan Hidup.

KEEMPATBELAS : Pengawasan  sebagaimana  dimaksud dalam  diktum
KETIGABELAS dilaksanakan sesuai dengan Peraturan
Perundang-Undangan paling sedikit 1 (satu) kali selama
pelaksanaan kegiatan.

KELIMABELAS - Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sebagai
pemegang Izin Lingkungan dimaksud dapat dikenakan sanksi
administratif apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana
tercantum dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

'AMBELAS - Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak ini
berlaku sama dengan masa berlakunya izin usaha dan/atau
kegiatan.

“UHBELAS Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup ini mulai berlaku
sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini,
mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
7 NOVEWMBER 2015

: tA MUDA |
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